
SALINAN

PERATURAI{ DAERA}T I(ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2AL2

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBANA

DENGAN RAHMAT TU}IAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

C.

Mengingat: 1.

b.

BUPATI BALANGAIiT,

bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-undanq Nomor 32

Tahun 1999 t."i*g Pemerintah Daerah' dalam hal ini
daerah berwenang irengelola sumber daya alam bidang

pertambangan ,iirrerrl dan batubara yang tersedia

diwilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

bahwa dengan adanya kewenangan yang cukup luas pada

Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-,rttauttgut yang berlaku, untuk mengelola

sumber daya alamnya yang potensial {":g terdapat

d.iwilayahnya uttiur. 
" lai; a*a* pengelolaan usaha

pertambangan mineral dan batubara;
bahwa dalam .rngt" pembinaan, pengendalian dan

p"ttg***"an terhadap pengetolaan sumber daya alam agar

au,plt dimanfaatkan^ untuk kepentingan masyarakat dan

daerah dengan memperkecil kerusakan lingkungan atau

J"*prf. nef,atif kegiatan pengelolaan sumber daya alam'

p".r:ti diat# kegiaian pengeiolaan usaha pertambangan

mineral dan batubara;
bahwa dalam rangka pengelolaan usaha pertambangan

mineral dan batubara perlu diatur perijinannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, b, c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral

dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya ii; Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara n*puUilf. Indonesia Tahun 1990 Nomor 49'

Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor

3a1e);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten T;rh Bumbu dan Kabupaten Balangan di

Propinsi Xafimanian Selatan (Lembaran Negara Republik

1

d.

e.

2.



Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a265)' ;

3. undang_u"i;; No*o, 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintah

Daerah (f,emn#an Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor tZS, iamUahariLembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2aa4 Nomor 4437lsebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun200stentangPerubahanatasUndang.UndangNomor
32 Tahun 2004 tent"ang Pemerintah Daerah Menjadi und^ang-

Undang ti,emtaran NJgara Republik Indorresia Tahun 2005

Nomortoa,-Tamuahan-I,emnaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 4548) ;

4. Undang-Ut d.t g Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

PerimbanganKeuanganarrtaraPemerintahPusatdart
PemerintahDaerahl*I,embaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 4a38il ;

5.Undang-undangNomor26Tahun2ooTtentangPenataan
Ruang ltembarin Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor Os, C;Uaha;Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725\.
6. Undang-urri*g Nomor 4 Tahun 2OOg tentang

Pertambangro 
"tvtit.,.t dan Batubara (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2OOg Nomor 4' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

7. Peraturan PJmerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang

KawasanSuakaAlamdanKawasanPelestarianAlam
(Lembaran Nd;" Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

132, Tambah; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3776\;
S.PeraturanPemerintahNomorlsTahun]-999tentang

Pengelolaan Bahan Limbah Berbahaya dan Beracun

(Lembaran--N.!*" Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

31) ;g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun L999 tentang

Analisis Vf*"g"rr"i Dampak Lingkungan (Lembaran Negara

Republik lnionesia Tahun lgbg Nomor 59' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;

10. Peraturan 
- pE*.tit'tutt Nomor 25 Tahun 2000 tentang

KewenangrrrP"*"'intahdanKewenanganPropinsisebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2000 Nomor 54, famUanan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 3952) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor i+ t'h"' 2OA2 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencala Pengelolaan Hutan'

PemanfaatanHutandanPenggunaan.KawasarrHutan
(Lembaran*N"g;; Rtpubiik Indonesia Tahun 2aA2 Nomor

66, Tambaf,aril-embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4206\;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
tentang Tarif

Yang Berlaku



Pada Departemen Energi dan sumber Daya Mineral di
Bidang Pertambangan umum (Lembaran Negara Republik
IndonJsia Tahun ZOOS Tahun 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor aSla\ ;

14. Peiaturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman dan Pengawasan Penyelenggalaan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 1b5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunar Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo7 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Nomor 4696\ sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencala Pengelolaan Hutan,
sertaPemanfaatanHutan(LembaranNegaraRepublik
Ind,onesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814\ ;

16. peiaturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang
Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembarai Negara

Republik Indonesia Nomor 4737) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20oB tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Mod"al di Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 486L) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2Oi0 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5i 1O) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertarnbangan Mineral dan

Batubara;
2A. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengeloiaart

UsahaPertambanganMineraldanBatubara(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlA Nomor 85'
'pamUafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

51a2\;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2OiO tentang

Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik
indonesiaTahun20lONomorl3S,TambahanLembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5172) ;

22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang

Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara ;

28. peraturan ft.rrt.ri Energi dan Surnber daya Mineral Republik

IndonesiaNomor18Tahun200stentangReklamasidan



Dengan Persetujuan Bersama

DEIIIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN BALAIYGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN DAIRAH TE$TANG PEI{GELOLAAN USAIIA
PERTAJVIBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Penutupan Tambang.
24. Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 201.1 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 69a);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
20OB tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
(kmbaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 43);

BAB I

KETENTUAI{ I'MUM

Menetapkan :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Daerah adalah Kabupaten Balangan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
Bupati adalah Bupati Balangan.
Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Balangan.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Balangan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD Kabupaten Balangan.

yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
bidang pertambangan dan mineral'
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

urusan pemerintahan di

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan d*iq* rangka
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

meliputi'p.ty.f,dik*t lrmum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

8.
9.



penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,
serta kegiatan pascatambang.

10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di a1am, yang memiliki
sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya
yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara
alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa
bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

13. Pertambangan Batubara adalah pertambangarr endapan karbon yang
terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral
atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

15. Pencadangan Wiiayah Usaha Pertambalgan adalah proses permohonan dan
pelayanan untuk mendapatkan wilayah usaha pertambangan dalam rangka
permohonan IUP dan IPR sesuai peruntukan lahan daiam dokumen penataan
ruang.

76. Izin Usaha Pertambalgan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk
melaksanakan u saha pertambangan.

17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan
kegiatan penyetidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

18. iUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatal operasi
produksi.

19. IUP Operasi Produksi Khusus adalah izin usaha yang di berikan oleh Bupati
untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan serta untuk
kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam suatu wilayah daera-h.

20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat
dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

2t. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk
rnengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh
informasi secara terperinci dan teliti tentang iokasi, bentuk, dimensi,
sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi
mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk
memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk
menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk
analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

24. Operasi Produksi ada-lah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang
meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk
pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan
sesuai dengan hasil studi kelayakan.

25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meiakukan
pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian
dampak lingkungan.

26. Penambangan aaafuf, bagian kegiatan usaha pertambangan untuk
memproduksi mineral danlatau batubara dan mineral ikutannya.


